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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan komitmen yang tinggi dan tekad untuk
menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah
merupakan gambaran program-program mana yang telah tercapai dengan baik
dan program-program mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu
ditingkatkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok  Tahun 2022, secara umum untuk dapat terwujudnya
Akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat dan terciptanya
sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam menjalankan visi dan misi dan serta dapat terciptanya tata
kelola pemerintah yang lebih baik.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan
menjadi lebih baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Arosuka, Februari 2023
KEPALA BADAN KEU

INDRA GUSNADY,SE.M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2022 ini, disusun berdasarkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yaitu
“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok menjadi
Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat” maka Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 4 Program, 14
Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten
Solok untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Solok adalah TERCAPAI. Keberhasilan kinerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok pada Tahun 2022 tersebut berdasarkan capaian indikator
kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pencapaian kinerja maka pada dana APBD Kabupaten Solok telah
dialokasikan anggaran untuk Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2022 sebesar
Rp. 190,053,267,449.00, - dan terealisasi sebesar Rp. 182,711,653,616.00,- atau
99,86%.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (performance result)
tahun 2022 dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2022 pada
indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian indikator
kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 telah berhasil



mencapai sasaran strategis sebesar 100% (dengan kategori capaian kinerja
sangat baik).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut dalam
tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan 4
Program, 13 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui
APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 2
sasaran strategis dalam 2 indikator.

Arosuka, Februari 2023.
KEPALA BADAN KEUANG

DRA GUSNADY,SE.M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006
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1.1.

1.2

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG :

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui
kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya yang mampu
mempertangungjawabkan hasil/ manfaat kepada masyarakat atas penggunaan
anggaran. Hal ini terjadi karena adanya perubahan paradigma Akuntabilitas
Kinerja dari “Berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, berapa
besar Kinerja yang dihasilkan dan Kinerja tambahan yang diperiukan untuk

pencapaian tujuan”.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda
penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah
saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada
peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan
kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur
dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah

MAKSUD DAN TUJUAN DISUSUNNYA LAPORAN KINERJA

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah
untuk memberikan informasi pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi
dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.



1.3

Adapun Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Keuangan Daerah adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah kepada pihak yang

memberi mandat/amanah yaitu Bupati Solok, disamping itu juga bertujuan

untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabiltas, Kredibilitas Badan Keuangan Daerah.

2. Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Keuangan Daerah.

3. Untuk monitoring transparansi dalam penyelenggaraan Kinerja yang lebih
baik.

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Solok. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok berdasarkan kepada Peraturan Bupati Solok Nomor 71 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

A. Tugas.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan.

B. Fungsi
Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang keuangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang keuangan;



d.Pembinaan teknis

penyelenggaraan

fungsi  penunjang

pemerintahan Daerah di bidang keuangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

1. | Kepala Badan Indra Gusnady.SE.MSi.
2. | Sekretaris Novriandi Putra, SE. M.E.Ak.
2.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Nofridelfi, A. Md.
2.2. Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Mulya Liza, A. Md.
dan Pelaporan
2.3 Kasubag Keuangan Desmiriza, A. Md.
3. | Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Elvi Sister, SE. Ak.
3.1. Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah I Herianto, SE.
3.2. Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah II Yuniko Malfafino, SE.M.Si.
3.3 Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah III Eka Benny Syaputra, S.Kom.
4. | Kepala Bidang Perbendaharaan Keuangan Dina Wahyuni, SE. Ak.
Daerah
4.1. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Vivi Afrina Suryasti, S.50s.
4.2. Kasubid Perbendaharaan I Rina Afrina, 5.S0s.
4.3. Kasubid Perbendaharaan II Desi Fatma Yeni, 5.50s. MM.
5. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wazna Kemala, SE. Akt.
5.1. Kasubid Akuntansi Penerimaan Adityawarman, SH. MM,
5.2. Kasubid Akuntasi Pengeluaran Oksrinola Putrilia,SE..
5.3 Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Yeni Sofida, SE.
6. | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik | : | Multias, SE.
Daerah
6.1. Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Yunaidi, SH.
Barang Milik Daerah
6.2. Kasubid Pengamanan, Penilaian dan| : | Eva Depita, S. Sos.
Penghapusanan Barang Milik Daerah
6.3 Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah Syafrizal, SE. MM.
7. | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Darmawan, SE.

Daerah
6.1. Kasubid Pendataan dan Penetapan

6.2.
6.3 Kasubid Pembukuan dan Pelaporan

Kasubid Penagihan

Liza Refnita, S. AP.
Joni, S.S0s.
Roni Febri, SE. MM.




D. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
keadaan pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebanyak 87 orang pada
tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 85 orang dengan urutan
sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sumber Daya Aparatur
Keadaan Keadaan
Golongan 1 Januari 2023 31 Desember 2022
( PNS/THL)
(orang ) (orang )

v 6 6

IIL 33 33

IT 8 8

I 0 0
THL 40 38
Jumiah 87 85
Tabel 1.3
Latar belakang pendidikan aparatur terdiri dari :
Keadaan Keadaan
Pendidikan 1 Januari 2023 31 Desember 2022
(orang) ( orang )

S3 - -

S2 8 8

S1 46 45
DIV 0 0
D III 16 16
DII - -

DI 1 1
SLTA 16 15
SLTP - -

SD - -

Jumlah 87 85




E. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Badan Keuangan Daerah sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu
meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mencapai hal
tersebut, masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum
konsistennya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana
kerja yang ada dalam DPA.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban membayar pajak daerah.

3. Kurang optimalnya sistem pengawasan pengelolaaan pendapatan dari sektor
pajak daerah.

4. Kurangnya sumber aparatur pengelola pendapatan daerah.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan
dan kelemahan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan, sebagai berikut :

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu
dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta perubahan
peraturan perudang-undangan. Selain itu belum cukup tersedianya produk
hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan
standar operasional prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat
dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya
peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya
dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah terutama dalam
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak, retribusi daerah dengan
benar,

4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah
sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan
dalam membayar pajak daerah.



. Adanya aplikasi pengelolaan keuangan sebagai alat bantu pengelolaan
keuangan daerah dan terintegrasi antar SKPD dengan BKD.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.

7. Managemen aset daerah yang mulai tertata dengan baik.




Gambar 1.1 SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
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F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok ini juga pada dasarnya adalah pencapaian kinerja
Pemerintahan Kabupaten Solok selama tahun 2022. Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah  dimulai dengan menjelaskan Rencana
Strategis (Renstra) yang terdiri tujuan/ sasaran yang dijabarkan dalam
bentuk program/ kegiatan/ sub kegiatan dan selanjutnya dilakukan sistem
pengukuran kinerja realisasi sasaran/ program/ kegiatan dengan
rencananya, Yyaitu capaian kinerja (Performance Result) tahun 2021
diperbandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan ) tahun 2022

sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja
dengan rencana kinerja, ataupun ketidak sesuaian.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2022 dengan sistematika
sebagai berikut :

SISTIMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengantar
Daftar isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1, Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
1.3. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah
A. Tugas
B. Fungsi
C. Susunan Organisasi
D. Sumber Daya Aparatur
E. Permasalahan dan Isu — Isu Strategis.
F. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA.

2.1. Rencana Strategis
A. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran.
B. Strategi, Kebijakan dan Program
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2.2, Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
A. Tujuan Perjanjian Kinerja.
B. Rencana Kinerja Tahunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. CAPAIAN KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

3.3. Analisis Capaian Kinerja.

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis 1

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis 2

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP.
A. Kesimpulan.

B. Strategi Pemecahan Masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala
Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam
yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok. Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima )
tahun yaitu dari tahun 2021 — 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Solok Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Solok terkait
dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok dibuat pada masa jabatannya,
dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan
menjadi akuntabel.

Renstra Badan, Keuangan Daerah Kabupaten Solok tersebut
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah dimuat program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan
pada satu tahun mendatang.

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil
Bupati terpilih pada saat kampanye.

Visi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 adalah :
“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok
menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat".

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan
oleh Kabupaten Solok dan dengan memperhatikan langkah-langkah
yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten
Solok Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian,
UMKM, Perdagangan dan Pariwisata.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan
Bersih.

5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas.

6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi
Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Adapun misi Kabupaten Solok yang menjadi rujukan untuk Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok yaitu :

1. Misi 1 : Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat.
Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Solok yang dijadikan rujukan
serta telah dikaji maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun
2021-2026 yaitu :

Tujuan : Meningkatkan kinerja keuangan daerah yang responsif.
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Indikator : Indeks pengelolaan keuangan daerah

Sasaran : Meningkatnya anggaran berbasis usulan masyarakat.

2. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang
baik dan bersih.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Solok yang dijadikan rujukan
maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang
berkualitas

Indikator : Opini BPK.
Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

B. Strategi, Kebijakan dan Program.
1. Strategi
Strategi Kinerja Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan  kualitas  perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah.

2. Memantapkan system pemerintahan yang efektif, efisien dan
akuntabel.

II. Kebijakan
Kebijakan Badan Keuangan Daerah adalah :
1. Peningkatan koordinasi dan konsistensi perencanaan dan
penganggaran.
2. Optimalisasi alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan  kualitas  kinerja, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif.

2.2. PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
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penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome vyang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

A. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan
dan sanksi.

B. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Keuangan
Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah
selanjutnya dijabar dalam Rencana Kinerja Tahunan yang disusun
setiap tahun memuat informasi tentang :
a. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang
bersangkutan;

b. Cara mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah selama tahun
2022 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara
rinci disajikan dalam table dibawah ini.
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Tabel 2.1.

Rencana Kerja Tahunan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Anggaran | Indeks Pengelolaan Keuangan C
Maksimal Kebutuhan | Daerah
Masyarakat.
Meningkatnya Akuntabilitas
2. | kinerja dan  Reformasi | Opini BPK WTP
Birokrasi.

Pada tahun 2022 Badan Keuangan Daerah mempunyai 4 program, 13

kegiatan dan 51 sub kegiatan, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
PROGAM KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

No. Program Anggaran
1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah 36.336.033.659,00
kabupaten/kota.
2 | Program pengelolaan keuangan daerah. 150.595.617.965,00
Program pengelolaan barang milik daerah. 1.260.016.220,00
4 | Program pengelolaan pendapatan daerah. 1.861.599.605,00

Jumlah

190.053.267.449,00

14




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandate
dan sumber daya yang digunakan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2022.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi
Pemerintah Kabupaten Solok.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan
target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis.
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Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan
program/kegiatan serta indikator Makro diberlakukan nilai disertai makna
dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Nilai dan Makna dari Pengukuran Kinerja

No. Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1. |85% - 100% Sangat Baik

2. |70% - <85% Baik

3. | 55% - <70% Sedang

4. | <55% Kurang Baik

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun
2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian
Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan
Keuangan Daerah Tahun 2022 dengan Realisasinya, tingkat capaian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil Pengukuran dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Kinerja
BADAN KEUANGAN DAERAH

Capaian
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Kinerja
. %
1. | Meningkatnya  Anggaran | Indeks  Pengelolaan
Berbasis Kebutuhan | Keuangan Daerah C B TERCAPAIL

Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Reformasi | Opini BPK WTP WTP TERCAPAI
Birokrasi

16



3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Solok yang disusun untuk tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran yang
telah dijabarkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja
sasaran selama 1 (satu) tahun adalah :

3.3.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan
Masyarakat.

3.3.1.1 Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Utama

I. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan
berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja
tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
dalam periode tertentu.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 ‘
dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN
INI.

Realisasi pencapaian target meningkatnya anggaran maksimal
kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat.

NO. . L e Persentase
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
C B

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapai
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Berdasarkan table 1.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2022 tercapai, dimana pada tahun 2022 target Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan nilai C dan terealisasi nilai B dengan capaian kinerja
TERCAPAI

. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA
TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 1.2
Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

Realisasi Capaian (%) Tat:;{x;l?ro;:n(;lrs;get
No Indikator Kinerja
2020 2021 2022 2020 2021 2022 Target | % capaian
Indeks
Pengelolaan BELUM
1. | Keuangan B B B TERCAPAL | TERCAPAI | TERCAPAI A TERCAPAI
Daerah

cl

Sumber : IPKD BPP Kemendagri/2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah mendapatkan nilai yang memuaskan yaitu nilai B, berarti dapat
mempertahankan nilai sama dengan tahun sebelumnya serta jika realisasi
tahun ini dibandingkan dengan target RPIMD (tahun 2026) yaitu nilai A
maka capaian kinerja BELUM TERCAPAIL.

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN
STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT.

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan pada
tabel dibawah ini :
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Tabel 1.3
Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No

Indikator Kinerja Provinsi Kabupaten Solok

Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Sumber : IPKD BPP Kemendagri/2022

Dari tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diperoleh oleh Propinsi Sumatera Barat bernilai B dan Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Solok bernilai

B.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN
KINERJA.
Tercapainya target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
tahun 2022 disebabkan oleh :
1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan

. Kesesuaian nomenklatur program RPIMD dan RKPD dilakukan dengan

memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara
dokumen RPIJMD dan RKPD.

. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan

dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara
dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan

dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara
dokumen KUA-PPAS dan APBD.

. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan

memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang
tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan

memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang
tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
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. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan :

a. Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 35.26% dari APBD.

b. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan 14.44% dari APBD.

¢. Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam
alokasi dana transfer 36.33% dari dana transfer umum.

. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan :

a. Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs
jaringan sistem informasi pemerintahan.

b. Dokumen pengelolaan keuangan daerah telah diakses atau diunduh
secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem
informasi pemerintahan.

. Penyerapan Anggaran, didukung dengan :

Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA). Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan

dengan struktur anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019,

meliputi penyerapan :

e Anggaran belanja operasional

e Anggaran belanja modal

e Anggaran belanja tidak terduga

e Anggaran belanja transfer

. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan :

a. Kemandirian keuangan

b. Fleksibilias keuangan

¢. Solvabilitas operasional

d. Solvabilitas jangka pendek

e. Solvabilitas jangka panjang

f. Solvabilitas layanan

6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan

perolehan Opini WTP lebih dari 3 tahun terakhir secara berturut-turut.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

dengan cara :
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a. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara
dokumen RPIMD dan RKPD.

b. Memperhatikan nomenklatur program vyang tercantum antara
dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

c. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara
dokumen KUA-PPAS dan APBD.

d. Memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang
tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

e. Memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang
tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

. Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam

APBD, dengan cara :

a. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20
% dari APBD.

b. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10 %
dari APBD.

c. Mengalokasikan jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung
dalam alokasi dana transfer minimal 25 % dari dana transfer umum.

d. Mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

. Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan cara :

a. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan
dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.

b. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah diakses
atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs
jaringan sistem informasi pemerintahan.

. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan

anggaran.

. Mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Kondisi

Keuangan Daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan

dengan cara menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) tepat waktu.
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E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN

SUMBER DAYA.

Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian
target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun
2022 Badan Keuangan Daerah didukung oleh program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan didukung oleh sumber daya
manusia, sumber daya waktu serta sarana dan prasarana yang ada.

Untuk sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah didukung oleh ASN
dan THL yaitu Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 8 orang ASN dan 5
orang THL, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 12 orang ASN dan 6
orang THL. Untuk sarana dan prasarana didukung oleh kendaraan roda
empat dan kendaraan roda dua. Untuk pencapai kinerja Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah ini persentase anggaran yang digunakan sebesar 82,13%.

PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.
Program dan kegiatan serta anggaran untuk mencapai target Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

No. Program/Kegiatan

Pagu Dana Realisasi %

PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 190,053,267,449.00 | 182,711,653,616.00 | 99.86

Kegiatan Koordinasi dan
penyusunan rencana anggaran

daerah 2,249,637,100.00 1,910,009,162.00 84.90

Koordinasi dan penyusunan KUA

dan PPAS 223,522,650.00 215,117,438.00 96.24

2 | PPAS

Koordinasi dan penyusunan
perubahan KUA dan perubahan

234,272,900.00 221,602,500.00 94.59

Koordinasi, penyusunan dan

verifikasi DPA-SKPD 138,559,100.00 122,940,350.00 88.73

4 | tentang penjabaran APBD

Koordinasi dan penyusunan
peraturan daerah tentang APBD
dan peraturan kepala daerah

632,947,250.00 447,675,290.00 70.73

Koordinasi dan penyusunan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan peraturan
kepala daerah tentang
penjabaran perubahan APBD

428,179,750.00 371,745,811.00 86.82

Koordinasi dan penyusunan
regulasi serta kebijakan bidang

anggaran

592,155,450.00

530,927,773.00

89.66

Kegiatan Pengelolaan data
implementasi sistem informasi

550,841,000.00

409,340,575.00

74.31
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pemerintah daerah lingkup
keuangan daerah

Implementasi dan pemeliharaan
sistem informasi pemerintah
daerah bidang keuangan daerah

311,734,875.00

242,550,045.00

77.81

Pembinaan sistem informasi
pemerintah daerah bidang
keuangan daerah pemerintah
kabupaten/kota

235,106,125.00

166,790,530.00

69.76

Kegiatan Koordinasi dan
pengelolaan perbendaharaan
daerah

1,673,311,300.00

1,387,549,447.00

82.92

Koordinasi dan pengelolaan kas
daerah

392,601,600.00

351,675,490.00

89.58

10

Rekonsiliasi data penerimaan
dan pengeluaran kas serta
pemungutan dan pemotongan
atas SP2D dengan instansi terkait

594,083,900.00

468,948,749.00

78.94

11

Penyusunan petunjuk teknis
administrasi keuangan yang
berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran kas serta
penata usahaan dan
pertanggung jawaban sub
kegiatan

110,081,250.00

59,287,101.00

53.86

12

Pembinaan penatausahaan
keuangan pemerintah kabupaten
/ kota

576,544,550.00

507,638,107.00

88.05

Kegiatan Koordinasi dan
pelaksanaan akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah

1,071,192,290.00

863,867,869.00

80.65

13

Koordinasi pelaksanaan
akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah

116,061,465.00

107,955,889.00

93.02

14

Rekonsiliasi dan verifikasi aset,
kewaijiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban

108,481,570.00

80,586,700.00

74.29

15

Koordinasi penyusunan laporan
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD bulanan,
triwulan dan semesteran

176,380,905.00

146,740,813.00

83.20

16

Konsolidasi laporan keuangan
SKPD, BLUD dan laporan
keuangan pemerintah daerah

265,354,350.00

182,266,093.00

68.69

17

Koordinasi dan penyusunan
rancangan peraturan daerah
tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD provinsi dan
rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran

236,472,250.00

204,712,853.00

86.57
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pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
kabupaten/kota

18

Koordinasi, sinkronisasi dan
penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
kerugian daerah

168,441,750.00

141,605,521.00

84.07

Kegiatan Penunjang urusan
kewenangan pengelolaan
keuangan daerah

145,050,636,275.00

154,787,664,330.80

98.35

20

Analisis perencanaan dan
penyaluran bantuan keuangan

138,804,124,000.00

138,804,124,000.00

100.00

21

Pengelolaan dana darurat dan
mendesak

1,847,869,009.00

562,885,000.00

30.46

22

Pengelolaan dana bagi hasil
kabupaten/kota

4,398,643,266.00

3,498,659,556.00

79.54

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

1,861,599,605.00

1,515,844,249.00

81.43

\

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

1,861,599,605.00

1,515,844,249.00

81.43

23

Analisa dan pengembangan
pajak daerah, serta penyusunan
kebijakan pajak daerah.

886,095,030.00

707,181,023.00

79.81

24

Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan pajak
daerah.

447,009,750.00

413,196,030.00

92.44

25

Pendataan dan pendaftaran
objek pajak daerah.

126,637,550.00

92,855,250.00

73.32

26

Penelitian dan verifikasi data
pelaporan pajak daerah.

167,578,400.00

109,195,200.00

65.16

27

Penagihan pajak daerah.

234,278,875.00

193,416,746.00

82.56

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah :

1. Untuk lebih meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran.

Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam

APBD.

Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mempertahanan Penyerapan Anggaran yang sesuai dengan PP No. 12

Tahun 2019.

Mengusahakan semaksimal

Keuangan Daerah.

mungkin untuk meningkatkan Kondisi
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3.3.2. Sasaran Strategis 2

3.3.2.1 Indikator Kinerja Utama

I. OPINI BPK

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
dan Reformasi Birokrasi.
Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian

intern.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

INI.

Realisasi pencapaian target Opini BPK pada tahun 2022 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 16.1

OPINI BPK
NO Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Opini BPK WTP WTP TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2022

Berdasarkan tabel 16.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun
2022 TERCAPAI, dimana pada tahun 2022 target Opini BPK dengan Opini WTP
dan terealisasi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian

kinerja TERCAPAI.
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B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN
CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA
TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 16.2

Perkembangan Opini BPK

Tahun 2026
Realisasi Capaian (%) (Target Akhir
Indikator RPJMD)
No AR
Kinerja
0,

2020 2021 2022 2020 2021 2022 Target /0.
Capaian
1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2022

Berdasarkan tabel 16.2 dapat dilihat bahwa realisasi Opini BPK pada beberapa

tahun terakhir mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN

STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT.

Perbandingan Opini BPK Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16.3

Perbandingan Opini BPK

No

Indikator Kinerja

Propinsi

Kabupaten Solok

Opini BPK

WTP

WTP

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2022

Opini BPK yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Solok sama dengan.
perolehan yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yaitu WTP.
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D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGAKATAN
KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN DAN
RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Tercapainya target Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh :

a. Laporan Keuangan OPD vyang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan dihimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan
Keuangan SKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang didukung dengan :

- Pemanfaat Sistim Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah OPD sudah sistimatis.

- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan
Daerah.

b. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah
menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2022 yang tepat waktu,
selanjutnya di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan
cara rekonsiliasi data laporan keuangan secara berkala yang terdiri atas data
keuangan dan aset.

¢. Penyusunan APBD Tahun 2022 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses
Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor : 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga
penyusunan anggaran bisa dilakukan tepat waktu, didukung beberapa
dokumen sebagai berikut :

1. Surat Edaran Bupati Solok tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan
Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 Nomor :
910/941/BKD-2021 Tanggal 3 November 2021.

2. Peraturan Bupati Solok Nomor : 18 Tahun 2022 tanggal 30 Desember
2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.

3. Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor : 189-23-2022 tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan
Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten
Solok tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang APBD
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Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah Tanggal 28
November 2022.

Untuk Dana Desa, Badan Keuangan Daerah dan DPMN selaku
koordinator selalu berkoordinasi agar penyaluran Dana Desa (DD) dan
Alokasi Dana Nagari (ADN) tersalur tepat waktu ke rekening Kas Umum
Daerah dan masing-masing rekening kas Nagari.

Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.

6. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

atas temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan
OPD dan Instansi Vertikal.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini
BPK Kabupaten Solok adalah :

1.

i » W N

Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.

Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.

Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.

E. ANALISA ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN
SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk
pencapaian opini BPK Kabupaten Solok pada tahun 2022 Badan Keuangan
Daerah didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan
sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang
ada. Untuk efisiensi sumber daya anggaran bias mencapai kinerja 100%
dengan penyerapan anggaran 81.06%.
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F. PROGRAM/KEGIATAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA.
Program dan kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran untuk mencapai

PENUNJANG

target Opini BPK adalah sebagai berikut :

KEBERHASILAN

No. Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi %

PROGRAM PENGELOLAAN

B BARANG MILIK DAERAH 1,260,016,220.00 983425530.00 78.05

v | Kesiatan Pengelolaan barang 1,260,016,220.00 983425530.00 | 78.05
milik daerah

1 | Penyusunan standar harga 43,522,000.00 37127500.00 85.31
Penyusunan perencanaan

2 kebutuhan barang milik daerah 25,005,000.00 16950850.00 67.79

3 | Penatausahaan barang milik 459,198,105.00 299748586.00 | 65.28
daerah

4 | Pengamanan barang milik 376,648,110.00 354695908.00 | 94.17
daerah

5 | Penilaian barang milik daerah 32,720,000.00 29.391.250.00 89.83

g | Pengawasan dan pengendalian 31,573,550.00 26068500.00 82.56
pengelolaan barang milik daerah
Optimalisasi penggunaan ,
pemanfaatan, pemindah

7 | tanganan, pemusnahan, dan 82,962,405.00 74607816.00 89.93
pengahapusan barang milik
daerah
Rekonsiliasi dalam rangka

8 | penyusunan laporan barang milik 54,580,800.00 43198120.00 79.15
daerah

9 | Penyusunan laporan barang milik | ;5 g6 5ch 5 10163700000 | 66.08

daerah

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN.
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini
BPK Kabupaten Solok adalah :

A

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.

Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.

Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.

Mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
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B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 anggaran yang disediakan dalam APBD Pemerintah

Kabupaten Solok setelah perubahan untuk mencapai Sasaran Strategis dan

indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah, yang di tunjang dengan beberapa

program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebesar Rp.
190.053.267.449,00 dengan realisasi sebesar Rp. 182.711.653.616,00 atau
99,86% dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

APBD TH. 2022

Pagu Dana

Realisasi

%

1

2

3

4

5

Meningkatnya
anggaran
maksimal
kebutuhan
masyarakat

Meningkatkan
pengelolaan
keuangan
daerah dan
barang milik
daerah yang
akuntabel

1. Indeks
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

2. Opini BPK

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

36,336,033,659.00

32,775,948,228.00

90.20

Kegiatan Perencanaan,
penganggaran, dan
Evaluasi kinerja
perangkat daerah

389,311,560.00

359,843,844.00

92.43

Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat
daerah

204,676,000.00

192,105,740.00

93.86

Koordinasi dan penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

184,635,560.00

167,738,104.00

90.85

II

Kegiatan Administrasi
keuangan perangkat
daerah

34,669,096,773.00

31,280,294,651.00

90.23

Penyediaan gaji dan
tunjangan ASN

34,487,441,113.00

31,116,624,143.00

90.23

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian / verifikasi
keuangan SKPD

181,655,660.00

163,670,508.00

II1

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

211,761,125.00

193,631,903.00

91.44

Pendataan dan pengolahan
administrasi kepegawaian

211,761,125.00

193,631,903.00

91.44

Kegiatan Administrasi
umum perangkat daerah

567,311,225.00

541,646,952.00

95.48

Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor

9,135,000.00

9,135,000.00

100.00

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

88,283,475.00

85,571,000.00

96.93

Penyediaan peralatan rumah
tangga

11,436,000.00

11,430,000.00

99.95

Penyediaan bahan logistik
kantor

76,271,500.00

76,266,700.00

99.99
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10

Penyediaan barang cetakan
dan pengadaan

35,400,500.00

35,392,628.00

99.98

11

Fasllitas kunjungan tamu

33,000,000.00

32,988,890.00

99.97

12

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

313,784,750.00

290,862,734.00

92.69

Kegiatan Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintah daerah

161,111,076.00

79,023,790.00

49.05

13

Penyediaan jasa surat
menyurat

3,600,000.00

3,600,000.00

100.00

14

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

157,511,076.00

75,423,790.00

47.88

VII

Kegiatan Pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah

377,441,900.00

321,507,088.00

95.28

15

Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan pajak dan
perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan

303,391,900.00

287,926,088.00

94.90

16

Pemeliharaan/Rehabilitasi
sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainnya

34,050,000.00

33,581,000.00

98.62

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

150,595,617,965.00

147,436,435,609.00

97.90

VIII

Kegiatan Koordinasi dan
penyusunan rencana
anggaran daerah

2,249,637,100.00

1,910,009,162.00

84.90

17

Koordinasi dan penyusunan
KUA dan PPAS

223,522,650.00

215,117,438.00

96.24

18

Koordinasi dan penyusunan
perubahan KUA dan
perubahan PPAS

234,272,900.00

221,602,500.00

94.59

19

Koordinasi, penyusunan dan
verifikasi DPA-SKPD

138,559,100.00

122,940,350.00

88.73

20

Koordinasi dan penyusunan
peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran
APBD

632,947,250.00

447,675,290.00

70.73

21

Koordinasi dan penyusunan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan
peraturan kepala daerah
tentang penjabaran
perubahan APBD

428,179,750.00

371,745,811.00

86.82

22

Koordinasi dan penyusunan
regulasi serta kebijakan
bidang anggaran

592,155,450.00

530,927,773.00

89.66

Kegiatan Koordinasi dan
pengelolaan
perbendaharaan daerah

1,673,311,300.00

1,387,549,447.00

82.92

23

Koordinasl dan pengelolaan
kas daerah

392,601,600.00

351,675,490.00

89.58

24

Rekonsiliasi data penerimaan
dan pengeluaran kas serta
pemungutan dan
pemotongan atas SP2D
dengan instansi terkait

594,083,900.00

468,948,749.00

78.94

25

Penyusunan petunjuk teknis
administras! keuangan yang

110,081,250.00

59,287,101.00

53.86
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berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran
kas serta penata usahaan
dan pertanggung jawaban
sub kegiatan

26

Pembinaan penatausahaan
keuangan pemerintah
kabupaten / kota

576,544,550.00

507,638,107.00

88.05

Kegiatan Koordinasi dan
pelaksanaan akuntansi
dan pelaporan keuangan
daerah

1,071,192,290.00

863,867,869.00

80.65

27

Koordinast pelaksanaan
akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah

116,061,465.00

107,955,889.00

93.02

28

Rekonsilias! dan verifikasi
aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO,
dan beban

108,481,570.00

80,586,700.00

74.29

29

Koordinasl penyusunan
laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD
bulanan, triwulan dan
semesteran

176,380,905.00

146,740,813.00

83.20

30

Konsolidasl laporan
keuangan SKPD, BLUD dan
laporan keuangan
pemerintah daerah

265,354,350.00

182,266,093.00

68.69

31

Koordinasi dan penyusunan
rancangan peraturan daerah
tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD
provinsi dan rancangan
peraturan kepala daerah
tentang penjabaran
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
kabupaten/kota

236,472,250.00

204,712,853.00

86.57

32

Koordinas!, sinkronisasi dan
penyelesalan tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan kerugian daerah

168,441,750.00

141,605,521.00

84.07

Kegiatan Penunjang
urusan kewenangan
pengelolaan keuangan
daerah

145,050,636,275.00

154,787,664,330.80

98.35

33

Analisis perencanaan dan
penyaluran bantuan
keuangan

138,804,124,000.00

138,804,124,000.00

100.00

34

Pengelolaan dana darurat
dan mendesak

1,847,869,009.00

562,885,000.00

30.46

35

Pengelolaan dana bagi hasl|
kabupaten/kota

4,398,643,266.00

3,498,659,556.00

79.54

XII

Kegiatan Pengelolaan
data implementasi sistem
informasi pemerintah
daerah lingkup keuangan
daerah

550,841,000.00

409,340,575.00

7431

36

Implementasi dan
pemeliharaan sistem
Informasi pemerintah daerah
bidang keuangan daerah

311,734,875.00

242,550,045.00

77.81

37

Pembinaan sistem informasi
pemerintah daerah bidang
keuangan daerah pemerintah
kabupaten/kota

239,106,125.00

166,790,530.00

69.76
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c PROGRAM PENGELOLAAN 1,260,016,220.00 983425530.00 78.05
BARANG MILIK DAERAH
Kegiatan Pengelolaan 1,260,016,220.00 983425530.00 78.05
XIII -
barang milik daerah
38 Penyusunan standar harga 43,522,000.00 37127500.00 85.31
Penyusunan perencanaan
39 kebutuhan barang milik 25,005,000.00 16950850.00 67.79
daerah
40 Penatausahaan barang milik 459,198,105.00 299748586.00 65.28
daerah
41 Pengamanan barang milik 376,648,110.00 354695908.00 94.17
daerah
2 Penilaian barang milik daerah 32,720,000.00 29.391.250.00 89.83
Pengawasan dan
43 pengendalian pengelolaan 31,573,550.00 26068500.00 82.56
barang milik daerah
Optimalisasi penggunaan ,
pemanfaatan, pemindah
4 tanganan, pemusnahan, dan 82,962,405,00 74607816.00 89.93
pengahapusan barang milik
daerah
Rekonsiliasi dalam rangka
45 penyusunan laporan barang 54,580,800.00 43198120.00 79.15
milik daerah
46 Penyusunan laporan barang 153,806,250.00 101637000.00 66.08
milik daerah
D PROGRAM PENGELOLAAN | 1,861,599,605.00 1,515,844,249.00 81.43
PENDAPATAN DAERAH
XIV Kegiatan pengelolaan 1,861,599,605.00 1,515,844,249.00 81.43
pendapatan daerah
886,095,030.00 707,181,023.00 79.81
Analisa dan pengembangan
47 pajak daerah,serta
penyusunan kebijakan pajak
daerah
Penyediaan sarana dan 447,009,750.00 413,196,030.00 92.44
48 prasarana pengelolaan pajak
daerah
49 Pendataan dan pendaftaran 126,637,550.00 92,855,250.00 73.32
objek pajak daerah
sg | Penelitian dan verifikas! data 167,578,400.00 109,195,200.00 65.16
pelaporan pajak daerah
51 Penagihan pajak daerah 234,278,875.00 193,416,746.00 82.56
Jumlah....cocovverernvinnnes 190,053,267,449.00 | 182,711,653,616.00 | 99.86

Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk mendukung secara

langsung dalam pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2022. Realisasi keuangan tidak

mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi anggaran.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan
Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan
Keuangan Daerah Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana

diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Solok
menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai
dengan rencana kinerja tahunan dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2022
yang ingin dicapai.

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022 Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan
4 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas
melalui APBD tahun anggaran 2022. Adapun Kegiatan tersebut untuk
mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja) yang
ditetapkan dalam rencana strategis.
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B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok,
perlu adanya penyegaran dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, salah
satunya kita perlu mengadakan sharing informasi terhadap Instansi
Pemerintah lainnya untuk penyegaran sekaligus sebagai perbandingan dan

penambahan ASN yang kompeten.

Arosuka, Februari 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAE

INDRA GUSNADY,SE.M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006
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